
GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 266'IAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT WAEIAH AFRICAN SWINE FEIrER

DI KABUPATEN NABIRE

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nabire Nomor 282
Tahun 2024 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat
Wabah Penyalit African Swine Fever di Kabupaten Nabire
dan Keputusan Bupati Nabire Nomor 283 Tahun 2O24
tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan
Wabah Penyalit African Swine Fever, perlu menetapkan
Status Keadaan Darurat Wabah Penyalit African Swine
Fever di Kabupaten Nabire;

b. bahwa penyakit African Swine Fever merupakan penyakit
menular yang menyerang babi dan manusia dengan
tingkat penularan dapat mencapai fOO% serta dapat
menimbulkan dampak kerugian ekonomi dan sosial yang
sangat besar sehingga perlu dilakukan pengendalial dan
penanggulangan yang cepat, kondusif dan efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Status Keadaan Darurat
Wabah Penyalit African Swine Fever di Kabupaten Nabire;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2l Tahun 20Ol tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebaeaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur: 2022
Nomor 4, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (kmbdran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2 I tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l
Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
214, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5356);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2O14 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan PenSrakit Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor
130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5543);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5543);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O17 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6019);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Derah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202O
tentang Pedomaa Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2O20 Nomor
r781);

12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tat:,un 2O22
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian,
Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor
tzl;

MEMUTUSKAN:

Status Keadaan Darurat Wabah Penyalit African Swine
Fever di Kabupaten Nabire;

Status Tanggap Darurat Wabah sebagaimana dirnnksud
dalam Diktum I(ESATU berlangsung selama 6 (enam)
bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini, dan dapat
diperpanjang sesuai dengan kondisi di L^apangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2O Desember 2O24

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMAMK1H PR6
//

\

dengan aslinya
HUKUM,

+
RUNG, S.H., M.H.

l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKIUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua

Tengah di Nabire.
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Salinan Kerrutusan ini disampaikan keoada Yth:


